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PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 16 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2022

Menimbang

Mengingat

TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

TAHUN 2022-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

. bahwa dalam rangka mempercepat pencapaian tujuan

reformasi birokrasi guna mewujudkan visi pembangunan
daerah “nangun sat kerthi loka Bali” di Kabupaten Bangli
melalui pola pembangunan semesta berencana menuju
Bangli era baru, diperlukan penyesuaian terhadap road map
reformasi birokrasi;

. bahwa Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2022 tentang

Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2022-2024 sudah
tidak sesuai dengan kebutuhan hukum dan kondisi saat ini
sehingga perlu diubabh;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 24
Tahun 2022 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun
2022-2024;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah bebrapa kali, terakhir
dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);
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Menetapkan

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

S. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi
Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6871);

6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang
Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi
Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang
Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);

10. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2022 Road Map
Reformasi Birokrasi Tahun 2022-2024 (Berita Daerah
Kabupaten Bangli Tahun 2022 Nomor 24);

MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2022 TENTANG
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2022-2024.
Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun
2022 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2022-2024
(Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2022 Nomor 24)
diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 4

Sistematika penyusunan RMRB Tahun 2022-2024 sebagai
berikut:
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Bab 1 : Pendahuluan.

Bab II : Gambaran Birokrasi Pemerintah Daerah.
Bab III : Agenda Reformasi Birokrasi.

Bab IV : Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
Bab V : Pengelolaan Reformasi Birokrasi.

Bab VI : Penutup.

2. Ketentuan Lampiran diubah sehingga menjadi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 7 Juli 2023
BUPATI BANGLI,

ttd

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 7 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA
BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2023 NOMOR 16

Salinan Sesuai dengan aslinya
KR -BAGRN HUKUM
."fiE[{RE'.I".-".%T.{\T AERAH KABUPATEN BANGLI

SETDA_ X
A |
EYOMENPURNAMAWATI, SH.,MH
PEMBINA (IV/al
NIP. 197907202005012013
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LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 24 TAHUN
2022 TENTANG ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI
TAHUN 2022-2024

A. Umum
BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Reformasi birokrasi pada dasarnya bertujuan
untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang
profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas,
berkinerja tinggi, bersih dan bebas dari KKN, mampu
melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan
memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik
aparatur negara. Tujuan dan kondisi birokrasi yang
diinginkan telah tercantum dalam Peraturan Presiden
Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design
Reformasi Birokrasi 2010- 2025 dan Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang
Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014.
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada periode ini
menekankan kepada pemerintahan yang berbasis
kinerja, yaitu ditandai dengan beberapa hal, antara
lain :

a. Penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan
dengan berorientasi pada prinsip efektif, efisien,
dan ekonomis.

b. Kinerja pemerintah difokuskan pada upaya untuk
mewujudkan outcomes (hasil).

c. Seluruh instansi pemerintah menerapkan
manajemen kinerja yang didukung dengan
penerapan sistem berbasis elektronik untuk

memudahkan pengelolaan data kinerja.

d. Setiap individu pegawai memiliki kontribusi yang
jelas terhadap kinerja unit kerja terkecil, satuan
unit kerja di atasnya, hingga pada organisasi secara
keseluruhan. Setiap instansi pemerintah, sesuai
dengan tugas dan fungsinya, secara terukur juga
memiliki kontribusi terhadap kinerja pemerintah
secara keseluruhan.

Pada akhir periode Grand Design RB Tahun 2010-2025
yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010,
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